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Kepuasan masyarakat merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan 

publik, karena kepuasan masyarakat akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. Pemerintah Kota Bontang menyadari sepenuhnya bahwa 

kualitas layanan publik perlu terus menerus ditingkatkan. Oleh karenanya, pelaksanaan survey kepuasan 

masyarakat akan menjadi kunci untuk menjawab hal tersebut. Survey kepuasan masyarakat juga akan 

menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penyedia 

layanan publik yang menjadi sampel pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. 

 

A. Pengumpulan Data dan Realisasi Responden 

Pengumpulan data kepuasan masyarakat/ pengguna layanan pada 53 OPD/ unit layanan di 

lingkungan Pemerintah Kota Bontang dilakukan dengan menggunakan dua metode. Pertama, 

dengan menggunakan survey langsung yang dilakukan oleh tim surveyor Sekolah Tinggi 

Teknologi (STITEK) Bontang. Pengumpulan data dengan menggunakan metode survey secara 

langsung digunakan pada OPD/ unit layanan yang memberikan layanan langsung kepada 

masyarakat. Sedangkan metode survey kedua adalah dengan elektronik survey (e-survey) 

menggunakan aplikasi google form. Metode ini digunakan bagi OPD/ unit layanan yang tidak 

memberikan layanan langsung kepada masyarakat serta OPD/ unit layanan yang 

menyelenggarakan layanan secara online, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil serta 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

 

Selain itu, ada pula OPD yang pengumpulan data kepuasan masyarakatnya menggunakan dua 

metode (survey langsung dan e-survey), yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Hal tersebut dikarenakan pada masa 

pandemi COVID-19 ini, layanan diluar jam kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak 

beroperasi, sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan survey secara langsung, sedangkan 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, khusus survey untuk layanan 

perlindungan anak dan perlindungan perempuan dilakukan dengan menggunakan e-survey 

karena bertujuan untuk melindungi identitas responden. 

 

Tabel 1. Realisasi Capaian Pengumpulan Sampel di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 

Tahun 2020 

No. Perangkat Daerah dan Unit Layanan Sampel SKM Tahun 2020 

A SEKRETARIAT TARGET CAPAIAN 

1 1 Sekretariat Daerah 105 105 

2 2 Sekretariat DPRD 75 67 

B INSPEKTORAT   

3 1 Inspektorat 6 14 

C DINAS   

4 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20 19 

5 2 Dinas Kesehatan 57 58 

6 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 62 62 

7 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 92 92 



No. Perangkat Daerah dan Unit Layanan Sampel SKM Tahun 2020 

Pertanahan 

8 5 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 25 19 

9 6 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 316 315 

10 7 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

157 240 

11 8 Dinas Ketenagakerjaan 252 252 

12 9 Dinas Lingkungan Hidup 15 15 

13 10 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 355 304 

14 11 Dinas Perhubungan 188 187 

15 12 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 2 

16 13 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 11 12 

17 14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 

Perdagangan 

21 21 

18 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 321 317 

19 16 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan 283 283 

20 17 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana 

36 36 

D BADAN   

21 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

338 462 

22 2 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 11 22 

23 3 Badan Pendapatan Daerah 351 351 

24 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 43 92 

25 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 6 

26 6 Badan Penanggulangan Bencana 5 5 

E RSUD   

27 1 RSUD Taman Husada 384 386 

F SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   

28 1 Satuan Polisi Pamong Praja 10 10 

G KECAMATAN   

29 1 Kecamatan Bontang Utara 233 233 

30 2 Kecamatan Bontang Selatan 284 283 

31 3 Kecamatan Bontang Barat 168 168 

H KELURAHAN   

32 1 Kelurahan Belimbing 150 153 

33 2 Kelurahan Gunung Telihan 129 132 

34 3 Kelurahan Kanaan 57 181 

35 4 Kelurahan Bontang Kuala 203 203 

36 5 Kelurahan Bontang Baru 320 333 

37 6 KelurahanApi-Api 129 129 

38 7 Kelurahan Gunung Elai 123 123 

39 8 Kelurahan Loktuan 181 181 

40 9 Kelurahan Guntung 119 122 

41 10 Kelurahan Tanjung Laut 153 153 



No. Perangkat Daerah dan Unit Layanan Sampel SKM Tahun 2020 

42 11 Kelurahan Berbas Tengah 118 118 

43 12 Kelurahan Berbas Pantai 124 124 

44 13 Kelurahan Satimpo 64 64 

45 14 Kelurahan Bontang Lestari 60 60 

46 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah 
 

122 122 

I UPT   

47 1 UPTD Puskesmas Bontang Selatan I 350 347 

48 2 UPTD Puskesmas Bontang Selatan II 338 340 

49 3 UPTD Puskesmas Bontang Utara I 356 356 

50 4 UPTD Puskesmas Bontang Utara II 335 335 

51 5 UPTD Puskesmas Bontang Barat 324 324 

52 6 UPTD Puskesmas Bontang Lestari 339 339 

53 7 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 88 89 

T O T A L 8.413 8.766 

 

Target sampel untuk seluruh OPD/ unit layanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota 

Bontang berjumlah 8.413. Target ini ditetapkan berdasarkan kunjungan masyarakat pada OPD/ 

unit layanan di tahun 2019. Penetapan jumlah responden untuk masing-masing unit layanan pada 53 

OPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang ditentukan secara proportional random 

sampling dengan menggunakan formula sampel dari Krejcie and Morgan. Walaupun terkendala 

kondisi pandemik, namun secara umum tidak mempengaruhi capaian responden yang sudah 

ditetapkan, bahkan secara keseluruhan capaian responden melebihi dari target yang sudah 

ditetapkan, yaitu 104%.  

 

Secara rinci, sebanyak 43 OPD/ unit layanan atau sekitar 85% unit layanan telah berhasil 

memenuhi target sampel. Bahkan 15 OPD/ unit layanan tersebut mampu memenuhi jumlah 

sampel melebihi target yang sudah ditetapkan. Adapun 10 OPD/ unit layanan lainnya belum 

mampu memenuhi target sampel. Namun demikian jika dilihat secara detail maka sebagian besar 

OPD/ unit layanan yang tidak dapat mencapai target sampel, margin kekurangannya sangat kecil. 

Tidak tercapainya target sampel tersebut dikarenakan dua alasan. Pertama, untuk pengumpulan 

data secara langsung, masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu kendala yang menyebabkan 

berkurangnya angka pengunjung pada unit layanan seperti di kecamatan, kelurahan dan 

puskesmas. Kedua, kesediaan masyarakat untuk mengisi e-survey dengan menggunakan google 

form juga menjadi masalah tersendiri. Tim surveyor dan tim pendamping sudah berusaha secara 

maksimal untuk menghubungi pengguna layanan, namun masih ada diantara mereka yang tidak 

bersedia mengisi survey secara online. Berdasarkan kondisi tersebut, maka capaian sebesar 

104% tersebut atau sekitar 8.766 data responden sudah sangat mewakili dan selanjutnya dapat 

diolah dan dianalisis sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017. 

 

B. Analisis Umum Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

Dari hasil akumulasi pendapat dari 8.766 responden serta memperhatikan ketentuan dalam 

Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017, maka diperoleh hasil lengkap capaian SKM pada 53 OPD/ 

Unit Layanan Tahun 2020 serta Perbandingan Capaian SKM Tahun 2019 sebagai berikut: 

 



Tabel. 2. Hasil Analisis Survey Kepuasan Masyarakat Tahap II pada 53 OPD/ Unit 

Layanan Tahun 2020 serta Perbandingan Capaian SKM Tahun 2019 

No 

Urutan 

Tahun 

2019 

Perangkat daerah/ Unit Layanan Tahun 2019 Tahun 2020 

1 26 Dinas Komunikasi dan Informatika 81.59 B 95.74 A 

2 17 Kecamatan Bontang Utara 83.88 B 92.48 A 

3 31 Kelurahan Belimbing 80.50 B 92.05 A 

4 22 Kelurahan Tanjung Laut 82.52 B 91.64 A 

5 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana 

- - 91.23 A 

6 - Dinas Lingkungan Hidup - - 91.02 A 

7 7 Kecamatan Bontang Selatan 85.77 B 89.94 A 

8 - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan 

Kelautan 

- - 88.90 A 

9 6 Kelurahan Gunung Telihan 89.24 A 88.60 A 

10 37 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah dan Perdagangan 

76.99 B 88.54 A 

11 34 Kelurahan Loktuan 80.12 B 88.14 B 

12 15 RSUD Taman Husada 84.18 B 88.08 B 

13 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah 83.03 B 87.71 B 

14 - Sekretariat Daerah - - 87.48 B 

15 1 UPTD Puskesmas Bontang Utara I 97.30 A 87.21 B 

16 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

83.94 B 86.67 B 

17 - Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan 

- - 86.40 B 

18 24 UPTD Puskesmas Bontang Barat 81.98 B 86.32 B 

19 25 Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

81.66 B 86.30 B 

20 35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 79.60 B 86.26 B 

21 - Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 

- - 86.03 B 

22 21 UPTD Puskesmas Bontang Lestari 82.57 B 85.56 B 

23 - Dinas Ketenagakerjaan - - 85.44 B 

24 - Inspektorat - - 85.23 B 

25 5 UPTD Puskesma Bontang Utara II 89.68 A 85.20 B 

26 23 Kelurahan Gunung Elai 82.44 B 84.42 B 

27 8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

85.13 B 84.02 B 

28 11 Kelurahan Api-Api 84.56 B 83.85 B 

29 - Satuan Polisi Pamong Praja - - 83.53 B 

30 27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.50 B 83.25 B 

31 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota 

- - 83.25 B 

32 20 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

82.91 B 82.79 B 

33 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

- - 82.50 B 



No 

Urutan 

Tahun 

2019 

Perangkat daerah/ Unit Layanan Tahun 2019 Tahun 2020 

34 3 UPTD Puskesmas Bontang Selatan II 93.74 A 82.39 B 

35 33 Kelurahan Bontang Baru 80.24 B 82.21 B 

36 2 UPTD Puskesmas Bontang Selatan I 95.93 A 82.16 B 

37 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 91.17 A 81.87 B 

38 - Badan Penanggulangan Bencana - - 81.86 B 

39 30 Dinas Perhubungan 81.03 B 81.80 B 

40 18 Kelurahan Berbas Pantai 83.67 B 81.53 B 

41 14 Kelurahan Guntung 84.26 B 81.36 B 

42 10 Kelurahan Satimpo 84.95 B 81.04 B 

43 29 Kelurahan Berbas Tengah 81.18 B 80.95 B 

44 - Dinas p, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

- - 80.6 B 

45 36 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 78.02 B 80.54 B 

46 13 Kecamatan Bontang Barat 84.31 B 80.52 B 

47 32 Dinas Kesehatan 80.33 B 80.48 B 

48 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - 80.48 B 

49 12 Kelurahan Bontang Kuala 84.50 B 79.72 B 

50 9 Kelurahan Bontang Lestari 85.02 B 77.70 B 

51 - Badan Pendapatan Daerah - - 77.48 B 

52 28 Kelurahan Kanaan 81.44 B 77.07 B 

53 - Sekretariat DPRD - - 75.79 C 

 Rata-rata IKM 84.08 B 84.59 B 

 

Secara umum berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2020 terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Dua 

tahun terakhir Pemerintah Kota Bontang mendapatkan IKM pada kategori Baik (B), dengan nilai 

IKM tahun 2020 sebesar 84.59, meningkat sejumlah 0.51 poin dari nilai IKM pada tahun 2019. 

Tercatat 19 OPD/ unit layanan atau sekitar 36% dari 53 OPD/ unit layanan mengalami 

peningkatan nilai IKM dibandingkan tahun 2019. Bahkan peningkatan ini berhasil membawa 

OPD/ unit layanan tersebut berpindah dari kategori mutu layanan Baik (B) menjadi kategori 

Sangat Baik (A), seperti yang dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan 

Bontang Utara; Kelurahan Belimbing; Kelurahan Tanjung Laut; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 

Menengah dan Perdagangan; serta Kecamatan Bontang Selatan. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar OPD/ unit layanan sudah berhasil megeksekusi rencana tindak lanjut hasil 

keluhan publik pada tahun 2019 secara optimal. Dari dokumentasi juga dapat dilihat dimana 

Kecamatan Bontang Utara telah menambah kenyamanan pelayanan 

 

Adapun 16 OPD/ unit layanan lainnya atau sekitar 30% adalah OPD/ unit layanan yang baru 

melakukan SKM di tahun ini, sehingga perbandingan nilai dari tahun sebelumnya belum dapat 

terlihat. Meskipun terhitung baru, namun hasil SKM secara umum terlihat baik, bahkan tiga 

diantaranya berada pada kategori Sangat Baik (A), yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana; Dinas Lingkungan Hidup; serta Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan 

Kelautan. Namun demikian ada satu OPD yang nilainya masuk dalam kategori Kurang Baik (C), 

yaitu Sekretariat DPRD.  

 



Selanjutnya, Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan evaluasi dan percepatan perbaikan 

kualitas pelayanan publik pada beberapa OPD/ Unit Layanan yang capaian IKM Tahun 2020 

justru mengalami penurunan. Tercatat 18 OPD/ unit layanan mengalami penurunan nilai IKM, 

bahkan 5 OPD/ unit layanan diantaranya mengalami penurunan Mutu, yakni, UPTD Puskesmas 

Bontang Utara I; UPTD Puskesmas Bontang Utara II; UPTD Puskesmas Bontang Selatan II; 

UPTD Puskesmas Bontang Selatan I; serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dari mutu 

pelayanan kategori Sangat Baik (A) menjadi mutu pelayanan kategori Baik (B). 

 

Adapun Kelurahan Gunung Telihan; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Kelurahan 

Api-Api; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kelurahan Bontang 

Baru; Kelurahan Berbas Pantai; Kelurahan Guntung; Kelurahan Satimpo; Kelurahan Berbas 

Tengah; Kecamatan Bontang Barat; Kelurahan Bontang Kual; Kelurahan Bontang Lestari; serta 

Kelurahan Kanaan mengalami penurunan nilai IKM, meskipun tetap berada pada Mutu 

pelayanan kategori Baik  (B). 

 

Menurunnya capaian SKM pada 18 OPD/ unit layanan tersebut bisa dikarenakan oleh beberapa 

faktor, antara lain: pertama, kondisi pandemik yang menyebabkan pelayanan menjadi kurang 

nyaman. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar unit layanan yang 

mengalami penurunan mutu pelayanan dari Sangat Baik ke Baik sebagian besar adalah UPTD 

puskesmas. Bisa jadi kecepatan pelayanan menjadi lama karena ada SOP yang berubah, prosedur 

pelayanan menjadi lebih panjang karena ada protokol kesehatan yang harus dijalankan, serta 

ruangan pelayanan yang menjadi sempit karena pasien harus menjaga jarak (seperti terlihat pada 

gambar dibawah). Hal tersebut membuat pengguna layanan menjadi kurang nyaman dan 

mempengaruhi pemberian penilaian. Kedua, belum berjalannya secara optimal pelaksanaan 

rencana tindak lanjut hasil keluhan publik pada tahap sebelumnya, yang kemungkinan 

disebabkan karena terbatasnya anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana yang tersedia. 

Ketiga, memang terjadi penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

sehingga tercipta persepsi yang kurang optimal. 

 

 

 



Tabel 3. Pemetaan Unsur Terendah SKM Tahun 2020 di pada 53 OPD/ Unit Layanan Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2020 

No. Perangkat Daerah dan Unit Layanan Unsur Terendah SKM 2020 

A SEKRETARIAT  

1 1 Sekretariat Daerah - 

2 2 Sekretariat DPRD Kualitas Sarana dan Prasarana 

B INSPEKTORAT  

3 1 Inspektorat - 

C DINAS  

4 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prosedur Pelayanan 

5 2 Dinas Kesehatan Kecepatan Pelayanan 

6 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kesesuaian Pelayanan 

7 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prosedur Pelayanan 

8 5 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - 

9 6 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat - 

10 7 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 

11 8 Dinas Ketenagakerjaan - 

12 9 Dinas Lingkungan Hidup - 

13 10 Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil - 

14 11 Dinas Perhubungan Kecepatan Pelayanan 

15 12 Dinas Komunikasi dan Informatika - 

16 13 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata - 

17 14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - 

18 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 

19 16 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan - 

20 17 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - 

D BADAN  

21 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

- 

22 2 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - 

23 3 Badan Pendapatan Daerah Kecepatan Pelayanan 

24 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 

25 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kualitas Sarana dan Prasarana 

26 6 Badan Penanggulangan Bencana Kualitas Sarana dan Prasarana 

E RSUD  

27 1 RSUD Taman Husada - 

F SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

28 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kualitas Sarana dan Prasarana 

G KECAMATAN  

29 1 Kecamatan Bontang Utara - 

30 2 Kecamatan Bontang Selatan - 

31 3 Kecamatan Bontang Barat Kecepatan Pelayanan 

H KELURAHAN  

32 1 Kelurahan Belimbing - 

33 2 Kelurahan Gunung Telihan - 

34 3 Kelurahan Kanaan Kecepatan Pelayanan 

35 4 Kelurahan Bontang Kuala Kualitas Sarana dan Prasarana 

36 5 Kelurahan Bontang Baru - 

37 6 Kelurahan Api-Api Kualitas Sarana dan Prasarana 



No. Perangkat Daerah dan Unit Layanan Unsur Terendah SKM 2020 

38 7 Kelurahan Gunung Elai - 

39 8 Kelurahan Loktuan - 

40 9 Kelurahan Guntung Perilaku Petugas Pelayanan 

41 10 Kelurahan Tanjung Laut - 

42 11 Kelurahan Berbas Tengah Kualitas Sarana dan Prasarana 

43 12 Kelurahan Berbas Pantai Kesesuaian Persyaratan 

44 13 Kelurahan Satimpo Kualitas Sarana dan Prasarana 

45 14 Kelurahan Bontang Lestari Kualitas Sarana dan Prasarana 

46 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah - 

I UPT  

47 1 UPTD Puskesmas Bontang Selatan I Kecepatan Pelayanan 

48 2 UPTD Puskesmas Bontang Selatan II Kecepatan Pelayanan 

49 3 UPTD Puskesmas Bontang Utara I - 

50 4 UPTD Puskesmas Bontang Utara II - 

51 5 UPTD Puskesmas Bontang Barat - 

52 6 UPTD Puskesmas Bontang Lestari - 

53 7 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kualitas Sarana dan Prasarana 

 

Hasil analisis di 53 OPD/ unit layanan tercatat bahwa 31 OPD/ unit layanan atau 58,5%  seluruh 

unsur layanannya masuk dalam kategori Baik (B). Dilihat dari data tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa jumlah OPD/ unit layanan yang seluruh unsur layanannya masuk dalam 

kategori Baik, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 45,95%. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum OPD/ unit layanan tersebut telah berupaya optimal dalam mendorong peningkatan 

kepuasan masyarakat. 

 

Dari hasil tabulasi di atas terlihat bahwa unsur pelayanan SKM yang paling banyak dikeluhkan 

publik secara umum adalah kualitas sarana dan prasarana (10 OPD/ unit layanan), kecepatan 

pelayanan (7 OPD/ unit layanan), prosedur pelayanan (2 OPD/ unit layanan), kesesuaian 

pelayanan (1 OPD/ unit layanan), kesesuaian persyaratan (1 OPD/ unit layanan) serta perilaku 

petugas layanan (1 OPD/ unit layanan). Hal tersebut didasarkan pada penilaian mutu layanan 

yang diberikan pengguna layanan, yaitu Kurang Baik maupun Tidak Baik pada unsur yang 

tertera diatas (tabel 3). 

 

Berdasarkan tabel 2 sebelumnya, terdapat 18 OPD/ unit layanan yang mengalami penurunan 

nilai IKM pada survey tahun ini. Penurunan nilai IKM tersebut sebagian besar ditandai dengan 

timbulnya keluhan publik pada beberapa unsur pelayanan yang ada. Secara lengkap rekapitulasi 

umum keluhan yang timbul pada 18 OPD/ unit layanan dapat dipetakan sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Keluhan Pengguna Layanan pada 18 OPD/ Unit Layanan yang Mengalami 

Penurunan Nilai SKM Tahun 2020 

No.  OPD/ Unit Kerja Unsur Pelayanan Keluhan Publik 

1 Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Kecepatan 

Pelayanan 
- Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 

jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan 



No.  OPD/ Unit Kerja Unsur Pelayanan Keluhan Publik 

Penanganan 

Pengaduan 

- Penanganan atau tindakanlanjut pengaduan 

tidak diinformasikan/ tidak jelas 

2 Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

- Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan 

- Tidak trasnparan 

Prosedur 

Pelayanan 

- Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

- Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan 

petugas 

Kecepatan 

Pelayanan 
- Antrian lama 

- Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 

jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan masyarakat 

Kesesuaian/ 

Kewajaran Biaya 
- Terdapat biayan tambahan 

- Ketidakwajaran biaya 

- Biaya yang tidak ditanggung mahal 

Kesesuaian 

Pelayanan 
- Standar pelayanan tidak dipasang/ 

dipublikasikan 

- Di mobil keliling tidak ditempel standar 

pelayanan 

- Tidak sesuai produk layanan yang diterima 

- Tidak transparan 

Kompetensi 

Petugas 
- Petugas baru perlu didampngi petugas senior 

- Masih ada yang tidak terampil (tidak paham 

kategorisasi buku) 

- Kemampuan petugas tidak merata 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 
- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar melayani masyarakat 

- Kurang senyum dan perhatian 

Penanganan 

Pengaduan 
- Tidak tersedia wadah atau media untuk 

mengadu 

- Tidak tahu kemana harus mengadu 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 
- Ruang tunggu sempit dan kursi terbatas 

- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Tidak ada playground anak 

- Koleksi buku kurang 

- Kurang colokkan untuk laptop 

- Penataan buku kurang rapi 

- Kartu anggota belum menggunakan barcode 

3 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

- Pengelolaan data pegawai tidak optimal, 

sehingga banyak berkas yang diminta berulang 

- Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan 

- Tidak transparan 
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Prosedur 

Pelayanan 

- Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

- Tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan 

petugas 

Kecepatan 

Pelayanan 
- Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 

jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan 

- Kekurangan berkas tidak segera 

diinformasikan kepada pemohon 

Kesesuaian/ 

Kewajaran Biaya 
- Terdapat biaya tambahan 

- Ketidakwajaran biaya 

- Biaya yang tidak ditanggung mahal 

Kesesuaian 

Pelayanan 
- Standar Pelayanan tidak dipasang/ 

dipublikasikan 

- Perlu ada papan informasi yang mudah dilihat 

- Tidak transparan 

Kompetensi 

Petugas 
- Petugas baru perlu didampingi petugas senior 

- Masih ada yang tidak terampil (seperti 

memberikan penjelasan terkait peraturan) 

- Kemampuan petugas tidak merata 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 

- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar dalam memberikan pelayanan 

- Kurang senyum dan perhatian 

Penanganan 

Pengaduan 

- Tidak tersedia wadah atau media untuk 

mengadu 

- Tidak tahu kemana harus mengadu 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Toilet kotor/ air mati 

- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Perlengkapan/ peralatan tidak memadai 

- Belum ada aplikasi manajemen kepegawaian 

4 Kecamatan Bontang Barat - -  

5 Kelurahan Gunung Telihan Kesesuaian 

Persyaratan 

- Tidak trasnparan 

Prosedur 

Pelayanan 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan dan 

alurnya rumit 

Penanganan 

Pengaduan 

- Tidak tersedia wadah atau media untuk 

mengadu 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan 

- Tidak tahu kemana harus mengadu 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Tempat sampah kurang 

- Toilet kotor/ airnya mati 
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- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Perlengkapan/ peralatan tidak memadai 

6 Kelurahan Api-Api Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

Prosedur 

Pelayanan 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Antrian lama/ panjang 

Kesesuaian/ 

Kewajaran Biaya 

- Terdapat biaya tambahan 

Penanganan 

Pengaduan 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Pendingin ruangan tidak ada atau tidak 

berfungsi/ ruangan panas 

- Tempat parkir sempit 

7 Kelurahan Berbas Pantai Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Agar lebih nyaman, tata ruang agar diperbaiki 

- Tempat parkir sempit 

8 Kelurahan Guntung Prosedur 

Pelayanan 

- Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 

jadwal 

9 Kelurahan Satimpo Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

Prosedur 

Pelayanan 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan masyarakat 

Kompetensi 

Petugas 

- Masih ada yang tidak terampil (seperti 

memberikan penjelasan terkait peraturan) 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 

- Kurang senyum dan perhatian 

- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar melayani masyarakat 

10 Kelurahan Berbas Tengah Kesesuaian 

Persyaratan 

- Tidak tedapat penjelasan terkait persyaratan 

Penanganan 

Pengaduan 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Toilet kotor/ air mati 

11 Kelurahan Bontang Kuala Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

Prosedur 

Pelayanan 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Kedatangan petugas lama/ tidak sesuai jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 
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pertanyaan 

Kesesuaian 

Pelayanan 
- Tidak trasnparan 

Kompetensi 

Petugas 
- Petugas baru perlu didampingi petugas senior 

Penanganan 

Pengaduan 
- Tidak tersedia wadah atau media untuk 

mengadu 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 
- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Toilet kotor/ air mati 

12 Kelurahan Bontang Lestari Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

- Tidak transparan 

Prosedur 

Pelayanan 

- Tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan 

petugas  

Kecepatan 

Pelayanan 

- Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 

jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan 

Kompetensi 

Petugas 
- Kompetensi petugas tidak merata 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 
- Kurang sabar melayani masyarakat 

- Kurang senyum dan perhatian 

Penanganan 

Pengaduan 
- Tidak tahu kemana harus mengadu 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 
- Temat sampah kurang 

- Tempat parkir sempit 

13 Kelurahan Kanaan Prosedur 

Pelayanan 

- Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan 

petugas 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Kedatangan petugas lama/ tidak sesuai jadwal 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 

- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar melayani masyarakat 

Penanganan 

Pengaduan 
- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 
- Toilet kotor/ air mati 

- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Tempat parkir sempit 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

14 Kelurahan Bontang Baru Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

- Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan 

Prosedur 

Pelayanan 

- Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

- Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan 

petugas 

Kecepatan - Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai 
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Pelayanan jadwal 

- Petugas lambat dan kurang merespon 

pertanyaan 

- Antrian tidak teratur 

Kesesuaian/ 

Kewajaran Biaya 
- Ketidakwajaran biaya  

- Biaya yang tidak ditanggung mahal 

Kesesuaian 

Pelayanan 

- Standar pelayanan tidak dipasang/ 

dipublikasikan 

- Tidak transparan 

Kompetensi 

Petugas 
- Petugas baru perlu dibimbing petugas senior 

- Kemampuan petugas tidak merata 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 

- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar dalam memberikan pelayanan 

- Kurang senyum dan perhatian 

Penanganan 

Pengaduan 

- Tidak tahu kemana harus mengadu 

- Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak 

diinformasikan/ tidak jelas 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 

- Toilet kotor/ air mati 

- AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Tidak ada yang mengatur tempat parkir 

- Perlengkapan/ peralatan tidak memadai 

- Tidak ada fasilitas bacaan 

15 UPTD Puskesmas Bontang 

Utara I 

- -  

16 UPTD Puskesmas Bontang 

Utara I 

Prosedur 

Pelayanan 

- Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan 

Kecepatan 

Pelayanan 

- Antrian lama 

- Kedatangan petugas lama/ tidak sesuai jadwal 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 

- Masih ada yang judes, tidak sopan 

Penanganan 

Pengaduan 

- Penanganan atau tindak lanjut pengaduan tidak 

diinformasikan 

Kualitas Sarana 

dan Prasarana 

- Tempat parkir sempit 

- Toilet kotor/ air mati 

17 UPTD Puskesmas Bontang 

Selatan I 

 -  

18 UPTD Puskesmas Bontang 

Selatan II 

Kesesuaian 

Persyaratan 

- Banyak berkas yang diminta 

- Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan 

Kecepatan 

Pelayanan 
- Antrian lama 

Perilaku Petugas 

Pelayanan 
- Masih ada yang judes, tidak sopan 

- Kurang sabar melayani masyarakat 

Penanganan 

Pengaduan 
- Tidak tersedia wadah atau media untuk 

mengadu 

Kualitas Sarana - Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas 
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dan Prasarana - AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan 

panas 

- Tempat parkir sempit 

 

Berangkat dari seluruh capaian nilai serta keluhan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka menjadi penting untuk dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut di masing-masing 

OPD/ unit layanan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Rencana tindak lanjut dapat 

dilakukan dengan menyusun prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Dalam 

rencana tindak lanjut harus terdapat program/ kegiatan yang akan dijalankan, target waktu 

pelaksanaan, serta penanggungjawab program/ kegiatan tersebut.  Hal ini diperlukan agar dapat 

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan program/ kegiatan perbaikan kualitas 

pelayanan publik secara lebih optimal.  

 

Selanjutnya, agar pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah 

Kota Bontang perlu berkomitmen untuk mendukung upaya tindak lanjut perbaikan pelayanan 

publik tersebut melalui penguatan kebijakan yang diperlukan mulai dari kebijakan regulasi, 

penganggaran, SDM, sistem informasi dan teknologi, hingga kelengkapan sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan publik lainnya. 


